BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR g9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

Menimbang

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

. bahwa untuk menyesuaikan besaran Tunjangan Transportasi

dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dengan perkembangan perhitungan besaran transportasi
untuk Transportasi dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58
Tahun 2027 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan
perubahan,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai




Mengingat

Tengah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanan
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);




Menetapkan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2016 Nomor 1);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor S58) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil,
dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 35}

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 58
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF  PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2017 Nomor 58) yang beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah:

a. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang




Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2021 Nomor 10);

b. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2022 Nomor 35);

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta
rupiah) setiap orang.

(2) Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp16.000.000,00 (enam
belas juta rupiah) setiap orang.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak
Penghasilan Pasal 21 yang dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp16.000.000,00
(enam belas juta rupiah) per orang per bulan dan dikenakan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB VIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Selisih dan/ atau kekurangan pembayaran tunjangan
transportasi dan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD



Tahun 2024 yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan
Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengundangan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 4 April 2024
BUPATI HULU SUNGAI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

 MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 9




